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SALINAN PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
Menlmbano ' bahwa dalam rana]zn melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pﬁmbentukan dan Qus;--an Perangkat Daerah Kota Ma_nndn
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Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Se rta Tata Ker]a Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Manado Tipe A.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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3. Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
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Pemerintahan Daerah sebagaxmana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentana Pemhantiilzan Drnrhﬂz Ha llrnrn nonro]—l
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7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016
entang Pembentukan dan Susunan Peranckat Daerah Kota
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
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ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KQTA MANADOQ TIPE A
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KETENTUAN UMUM

Pernermtah Kota adalah Pemenntah Kota Manado.
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Kepala Dinas adalah Kepaia Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
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7. Subbagian adalah Subbaglan pada Dinas Pemberdayaan
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KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
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pemermtahan b1dang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

{(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Periindungan Anak
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Dinas Pemberdayvaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mémpunyal Wugas mimoania Walikota dalam Lu\,xax\oanahau

fungsi pelaksana urusan pemermtahan bidang Pemberdayaan
Percmpudn an 5 crnndungdn Aﬂcu( Qdﬂ lugdb P CdeIlLudIl.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4
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melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksu
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............ akan fungsi :
a. perumusan kebijakan scsuai dengan lingkup tugasnya,
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya



C.
d.

€.

(1)

(2)

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan lingkup tugasnya.

BAB 1II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat Dinas, membawahi:

1) Subbagian Umum, Hukum dan Kepegawaian;

2) Subbagian Keuangan;dan

3) Subbagian Perencanaan dan Program.

c. Bidang Kualitas Hidup perempuan dan Kualitas Keluarga,
membawabhi :

1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;

2) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan
Hukum;dan

3) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

d.Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak, membawahi :

1) Seksi Perlindungan Perempuan;

2) Seksi Perlindungan Khusus Anak;dan

3) Seksi Data dan Informasi Kekerasan Perempuan dan
Anak.

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawabhi :

1) Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan
Budaya;

2) Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi;dan

3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

f. Bidang Partisipasi Masyarakat, membawabhi :

1) Seksi Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan;

2) Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak;dan

3) Seksi Pengkajian dan Pengembangan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan ini.



BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dipimpin oleh Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan Kebijakan teknis;

b. penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan
pembinaan pelaksanaan tugas;

c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan
dan kelompok jabatan fungsional;

e. penyelenggaraan Urusan di Bidang Kualitas Hidup
Perempuan,;

f. penyelenggaraan Urusan di Bidang Perlindungan
Perempuan,

g. penyelenggaraan Urusan di Bidang Kualitas Keluarga;

h. penyelenggaraan Urusan di Bidang Sistem Data
Gender dan Anak;

i. penyelenggaraan Urusan di Bidang Pemenuhan Hak
Anak (PHA);

j. penyelenggaraan Urusan di Bidang Perlindungan
Khusus Anak;

k. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah;dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 7

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

(2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas penyelenggaraan
pelayanan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan
Anggaran, Ketatausahaan, dan kepegawaian, serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan

administrasi;

b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan
kegiatan;

c. penyelenggaraan urusan umum, hukum dan
kepegawaian;

d. penyelenggaraan urusan perencanaan Program dan;
penyelenggaraan urusan keuangan;DAN
pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

o



Bagian Ketiga
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

Pasal 8

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam
mengoordinasikan  penyelenggaraan tugas perumusan
kebijakan teknis perencanaan dan pembimbingan,
konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan
Kualitas Keluarga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas
Keluarga menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan  perumusan  kebijakan  pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum

dan kualitas keluarga;
b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum
dan kualitas keluarga;

g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;

h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan;

i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, polittkk hukum dan kualitas
keluarga;dan

k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.



Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak

Pasal 9

(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan
Khusus Anak melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas
dalam mengoordinasikan penyelenggaraan tugas perumusan
kebijakan teknis perencanaan dan pembimbingan,
konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak melaksanakan fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
keschatan dan kescjahteraan scrta  pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan
budaya;

. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan Kkesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pencrapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

penyiapan  perumusan  kebijakan  pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak;

. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

penyiapan perumusan Kkajian kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak;



k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak
anak;

1. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak;

n. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;

0. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak;

p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak
anak;dan

q. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 10

(1) Bidang Pemenuhan Hak Anak melaksanakan sebagian tugas
kepala Dinas dalam mengoordinasikan penyelenggaraan
tugas perumusan kebijakan teknis perencanaan dan
pembimbingan, konsultasi dan pengkoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunan di bidang
Pemenuhan Hak Anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemenuhan Hak Anak melaksanakan
fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;



. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

.penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;



0. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

p. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak;

q. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

r. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

s. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak;

t. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;

u. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

v. penyiapan  perumusan  kebijakan  pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

w. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

x. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

z. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

aa.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

bb. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan;

cc.penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

aa.pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;dan

bb.pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.
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Bagian Keenam
Bidang Partisipasi Masyarakat

Pasal 11

(1) Bidang Partisipasi Masyarakat melaksanakan sebagian
tugas kepala Dinas dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan tugas perumusan kebijakan teknis
perencanaan dan pembimbingan, konsultasi dan
pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
di bidang Partisipasi Masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Partisipasi Masyarakat melaksanakan
fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender dan anak;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi gender dan anak;

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender dan anak;

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender dan anak;

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi gender dan anak;

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender dan
anak;

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender dan anak; dan

h. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta
pengelolaan website (e-gov).

i. penyiapan  perumusan  kebijakan  pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

j- penylapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

k. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak;
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0. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;dan

p. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

Bagian Ketujuh
Rincian Tugas Subbagian pada Sekretariat

Pasal 12

(1) Subbagian Umum, Hukum dan Kepegawaian mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan
dalam menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan,
pengevaluasian, serta pelaporan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Umum, Hukum dan Kepegawaian :

a. menyiapkan, menyusun, meneliti dan
mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

b. menyiapkan bahan pertimbangan hukum,
melaksanakan telaahan hukum dan melakukan
bantuan hukum,;

c. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan
hukum;

d. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum,;

e. menyiapkan dan menyusun formulir isian database
kepegawaian;

f. menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat,
pemindahan, pemberhentian gaji berkala, kartu
pegawai, karis/karsu, askes, taspen, npwp sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlakuy;

g. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrsi
kinerja dalam pemberian tunjangan;

h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti,
sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;

i. membuat daftar nominatif dan daftar urut

kepangkatan;

fasilitasi pemberian bahan pembuatan DP3;

mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan

umum;

l. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan
administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan
dan perundang-undangan yang berlaku;

m. menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;

n. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan
dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan
dan administrasi perjalanan dinas;

o. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data
informasi untuk kepentingan masyarakat;

p. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

q. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan
dokumentasi;

e



12

r. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan;dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

(1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan dalam
menyiapkan bahan mulai pada proses perencanaan,
pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan,
pengevaluasian, serta pelaporan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Subbagian Perencanaan Program :

a. mengkoordinasikan  penyusunan  program  dan
anggaran;

b. menganalisa an menyusun rumusan penyelenggaraan
perencanaan program dan anggaran;

c. mengumpulkan  bahan  penyusunan  dokumen
perencanaan

d. menyiapkan evaluasi dan monitoring perencanaan dan;

e. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan
capaian kinerja SKPD

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.

Pasal 14

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan
mulai pada proses perencanaan, pengorganisasian tugas
dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta
pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Rincian tugas Subbagian Keuangan:

(1)

a. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan
akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;

b. melaksanakan  administrasi keuangan  meliputi
verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;

c. menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;

d. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas,
pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;

e. menyiapkan evaluasi dan monitoring penetausahaan
perencanaan dan keuangan;

f. menyiapkan pengembangan system dan prosedur
akuntansi;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Kedelapan
Rincian Tugas Seksi pada
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

Pasal 15

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Kualitas Keluarga berdasarkan peraturan
dan ketentuan perundang-undangan.
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(2) Rincian tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi :

a.

menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender  dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di
bidang ekonomi;

menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan
perempuan di bidang ekonomi;

memantau, menganalisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 16

(1) Seksi  Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan
Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-
undangan.

(2) Rincian tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial,
Politik dan Hukum :

a.

menyiapkan  perumusan kebijakan  pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan
hukum;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan
hukum;
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e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan
hukum;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan tcknis dan
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

g. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di
bidang sosial, politik dan hukum,;

h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan
hukum;

1. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan
melaporkan  penerapan  kebijakan  pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 17

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang

Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-

undangan.

Rincian tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas

Keluarga :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga,

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga;

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan  gender dan  pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga;

g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

h. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Bagian Kesembilan

Rincian Tugas Seksi pada Bidang Perlindungan Hak

Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 18

(1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Hak
Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan
peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Perempuan :

a.

menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi gender;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi gender;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender;

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi  penerapan  kebijakan  pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender; dan

memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 19

(1) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Hak
Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan
peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Scksi Perlindungan Khusus Anak:

a.

menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
anak;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi anak;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi anak;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi anak;

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi anak;
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menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi  penerapan  kebijakan  pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
anak;

memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi anak;dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 20

(1) Seksi Data dan Informasi Kekerasan Perempuan dan Anak
mempunyai tugas meclaksanakan sebagian tugas Bidang
Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus
Anak berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-
undangan.

(2) Rincian tugas Scksi Data dan Informasi Kckerasan
Perempuan dan Anak :

a.

b.

menyiapkan perumusan kebijakan penyediaan
layanan data gender dan anak;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
penyediaan layanan data gender dan anak dalam
website (e-gov);

menyiapkan perumusan kajian kebijakan penyediaan
layanan data gender dan anak dalam website (e-gov);
menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak
dalam website {e-gov);

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak
dalam website (e-gov);

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan penyediaan layanan
data gender dan anak dalam website (e-gov);
memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender
dan anak dalam website (e-gov); dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kesepuluh
Rincian Tugas Seksi pada
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 21

(1) Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan
Budaya mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas
Bidang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan peraturan dan
ketentuan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Scksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan
Alternatif Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya :

a.

menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan
serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
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menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif
dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan
hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan budaya;

. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi

kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan budaya;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak di
bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
pengasuhan  alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 22

(1) Seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemenuhan Hak
Anak berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-
undangan.

(2) Rincian tugas Scksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi :

a.

b.

menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
menyiapkan forum koordinasi penyusunan kecbijakan
pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi
dan partisipasi;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan
hak anak di bidang hak sipil, informasi dan
partisipasi;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil,
informasi dan partisipasi;

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil,
informasi dan partisipasi;
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menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak di
bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
hak sipil, informasi dan partisipasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 23

(1) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemenuhan
Hak Anak berdasarkan peraturan dan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan:

a.

b.

menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan
hak anak di bidang kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kebijakan pemenuhan hak anak di bidang keschatan
dasar dan kesejahteraan;

. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi

kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan
dasar dan kesejahteraan;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak di
bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
kesehatan dasar dan kesejahteraan;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Bagian Kesebelas
Rincian Tugas Seksi pada
Bidang Partisipasi Masyarakat

Pasal 24

(1) Seksi Kerjasama dan Penguatan Kelembagaan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi
Masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Scksi Kerjasama dan Penguatan
Kelembagaan :

a.

menyiapkan perumusan kebijakan di  bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
menyiapkan perumusan kebijakan di  bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dankondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;
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1. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

J. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan Korban kekerasan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

m. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

n. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

o. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

p. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 25

(1) Seksi Data Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi
Masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan
perundang-undangan.
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(2) Rincian tugas Seksi Data Informasi Gender dan Anak :

a.

b.

menyiapkan perumusan kebijakan di  bidang
perlindungan khusus anak;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
di bidang perlindungan khusus anak;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pencrapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;

menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi anak yang memerlukan
perlindungan khusus;

memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus
anak;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 26

(1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi
Masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Seksi Pengkajian dan Pengembangan :

a.

menyiapkan perumusan Kkebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi kekerasan terhadap perempuan
dan anak;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi kekerasan terhadap perempuan
dan anak;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi  penerapan  kebijakan  pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
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Bagian Keduabelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26a

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan
sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan
teknis penunjang di tingkat kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja sesuai petunjuk dan arahan
Kepala Dinas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;

c. melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi
lainnya;

d. melaksanakan pengelolaan, penyimpanan dan
pendistribusian menyangkut urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

e. membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana kepada kepala Badan;

f. melaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan
oleh atasan.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang

Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(4) Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

(2)

a. menyusun rencana kerja sesuai petunjuk atasan;

b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup unit;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan
perlengkapan;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan;

e. membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Unit;

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya  masing-masing dan  bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau
jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau
jabatan administrator.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD
merupakan jabatan eselon [Va atau jabatan pengawas.

(5) Kepala Subbagian pada UPTD merupakan jabatan
eselon [Vb atau jabatan pengawas.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan,
penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai
dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka
Peraturan Walikota Manado Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaaan Perempuan Kota Manado dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd
G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA

ttd

RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN  : PERATURAN WALIKOTA MANADO
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ﬁg?[l\AMaISA\SOP??ggiRDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPALA DINAS NOMOR . 50 TAHUN 2016
KOTA MANADO TIPE A TANGGAL 31 Desember 2016
SEKRETARIS DINAS
|
[ I ]
SUBBAGIAN UMUM, SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN
HUKUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN PROGRAM
[ | | 1
BIDANG KUALITAS BIDANG PERLINDUNGAN BIDANG PEMENUHAN BIDANG PARTISIPASI
HIDUP PEREMPUAN DAN HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK MASYARAKAT
KUALITAS KELUARGA PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK :
I — R
S — |

SEKSI PELEMBAGAAN

SEKSI PELEMBAGAAN

PEREMPUAN BIDANG
SOSIAL, POLITIK DAN
HUKUM

SEKSI PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

SEKSI LINGKUNGAN

LUANG DAN KEGIATAN
BUDAYA

SEKSI KERJASAMA DAN

PENGARUSUTAMAAN KELUARGA,
. GENDER DAN SEKS! PERLINDUNGAN PENGASUHAN R EAIE A AN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ALTERNATIF
PEREMPUAN BIDANG PENDIDIKAN,
EKONOMI PEMANFAATAN WAKTU

PEREMPUAN BIDANG
KUALITAS KELUARGA

SEKSI DATA DAN
INFORMASI KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK

PARTISIPASI

SEKSI DATA DAN
INFORMASI GENDER

PENGARUSUTAMAAN DAN ANAK
— GENDER DAN SEKSI HAK SIPIL
PEMBERDAYAAN INFORMASI DAN

SEKSI KESEHATAN

SEKSI PENGKAJIAN DAN

UPTD

KJF

MBANG
SEKSI PELEMBAGAAN KESDEAJS:P?T'I?:Q’:AN FENOE Al
PENGARUSUTAMAAN
L GENDER DAN
PEMBERDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT



